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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini yang dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan khususnya untuk mengetahui Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Biaya pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (persero) Bandung.

4.1.1 Gambaran Umum  Perusahaan
	PT. Perkebunan Nusantara VIII didirikan berdasarkan akta notaris Harun Kamil, S. H., No. 41 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disyahkan oleh menteri kehakiman RI dengan Sk C2-8336 HT. 01. 01. TH. 1996 tanggal 8 Agustus 1996 sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah RI No. 13 tahun 1996 tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan XI, perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara XII dan perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan XIII menjadi PT. Perkebunan Nusantara VIII.
	Kegiatan usaha meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan dan penjualan komoditi perkebunan teh, karet, kina, kakao, kelapa sawit dan gutta percha. Sedangkan pusat kegiatan usaha berada di kantor direksi Bandung dengan jumlah perkebunan/perunit yang dikelola sebanyak 42 kebun, 2 unit rumah sakit, dan 1 unit usaha pengepakan teh (UUPT), menempati lahan seluas 118.509 ha. Yang tersebar di 11 kabupaten propinsi Jawa Barat yaitu: Lebak, Pandeglang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Subang, Purwakarta, Garut, Tasik Malaya dan Ciamis.
	PT. Perkebunan Nusantara merupakan perusahaan perkebunan milik pemerintah Belanda, setelah adanya penyebaran kedaulatan, secara otomatis perusahaan Perkebunan Nusantara (PPN)  lama. Dalam rangka nasionalisasi perusahaan-perusahaaan eks milik swasta Belanda, dibentuk PPN baru cabang Jawa Barat yang sampai saat ini telah mengalami beberapa periode, yaitu :
	Melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya di Sub Sektor Pertanian dalam arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan.
1. Periode Awal Kemerdekaan s/d tahun 1957
	Sebelum kemerdekaan republik Indonesia periode awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1957 di Indonesia dikenal ada empat ada empat kelompok (onderneming), yakni :
· Perusahaan milik pemerintah (Belanda (Goverments Landbouw Besrijen-GLB)
· Perusahaan perkebunan milik swasta Belanda
· Perusahaan Perkebunan milik swasta barat selain Belanda
· Perusahaan Perkebunan milik warga asia (Arab, China, Jepang)
Pada waktu akhir perang kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan, perusahaan perkebunan milik pemerintah Belanda otomatis menjadi milik pemerintah RI.
	Pada saat awal kemerdekaan, di Jawa Barat selain perkebunan milik pemerintah, terdapat 113 kebun milik dari 17 perusahaan swasta asing yang menjadi cikal bakal PTPN VIII, terdiri dari :
Tabel 4.1
Perusahaan asing sebagai cikal bakal PTPN VIII

	No
	Nama Perkebunan
	Jumlah

	1
	HII.,My . Tiederman & Van Kerchem
	21

	2
	Fa. Wtering & Loeber
	17

	3
	NV. Parakan Salak 
	4

	4
	Cultur Bank
	2

	5
	NV. Kooy & Coster Van Voorhourt
	5

	6
	Fa. HC. Th. Vrone
	6

	7
	Geo Wehry & Co;
	4

	8
	Reyn & Vinyn Fa Anemaat & Co
	3

	9
	NV. John Peet & Co
	6

	10
	CP. Waller & Plate 
	2

	11
	JMW. Van Dusseldorp & Co
	6

	12
	Nationale Industrie & Lanbouw My
	3

	13
	Factory NV.
	2

	14
	NV. Internatio
	1

	15
	P&T Lands Ltd
	20

	16
	JA. Wattie Ltd
	9

	17
	Harison & Crossfield
	2

	
	Jumlah :
	113



2. Periode tahun 1957 s/d 1960
	Pada tanggal 9 Desember 1957, berdasarkan surat keputusan penguasa militer/menteri pertahanan Ir. H.Djuanda,Perusahaan Perkebunan milik swasta asing diambil alih oleh pemerintah (nasionalisasi) dan aturan pelaksanaannya dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1957 oleh Menteri pertanian Mr. Sadjarwo, yang menetapkan pengelompokan perusahaan perkebunan menjadi sebagai berikut :
a. Eks. N. V. Parakansalak + Perkebunan Perorangan.
b. Eks. NIL. My Tiedeman & Van Kerchem
c. Eks. N. V. watering & Loeber
Selanjunya diadakan penyederhanaan perkebunan, dari 113 kebun menjadi 99 kebun dan dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara baru (PPN-Baru) Cabang Jawa Barat, diluar Perusahaan Perkebunan Negara bekas Peerkebunan milik Pemerintahan Belanda (PPN-Lama), dengan unit-unit sebagai berikut :
a. Unit Bandung I	
b. Unit Bandung II
c. Unit Bandung III
d. Unit Jakarta I
e. Unit Jakarta I
3. Periode Tahun 1960 s/d 1963
	Pada tahun 1960 diadakan penggabungan perusahaan dalam lingkup PPN-Lama dan PPN-Baru dibawah suatu lembaga badan pimpinan umum urusan perusahaan perkebunan Negara (BPU-PPN); dalam lingkup PPN-Baru cabang Jawa Barat, terdiri dari :
a. PPN Keasatuan Jawa Barat I		(Eks Uit Bandung I)
b. PPN Keasatuan Jawa Barat II		(Eks Uit Bandung II)
c. PPN Keasatuan Jawa Barat III		(Eks Uit Bandung III)
d. PPN Keasatuan Jawa Barat IV		(Eks Uit Bandung IV)
e. PPN Keasatuan Jawa Barat V		(Eks Uit Bandung V)
4. Periode Tahun 1963-1968
	Diadakan reoganisasi dengan tujuan agar pengelolan perkebunan lebih tepat guna, dengan pembentukan BPU perkebunan, di Jawa barat terdiri dari :
a) PPN Aneka Tanaman VII (sebagian eks Jabar II dan Jabar III) – Teh dan kina 
b) PPN Aneka Tanaman VIII (sebagian eks Jabar II dan Jabar III) – Teh dan kina 
c) PPN Aneka Tanaman IX (sebagian eks Jabar II dan Jabar III) – Teh dan kina 
d) PPN Aneka Tanaman X (sebagian eks Jabar II dan Jabar III) – Teh dan kina 
e) PPN Aneka Tanaman XI (sebagian eks Jakarta II dan Jabar III) – Karet
5. Periode tahun 1968-1971
	Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan perkebunan Negara, berdasarkan PP. NO. 13 tahun 1968, 88 Unit PPN yang ada di Indonesia disederhanakan menjadi 28 perusahaan Negara perkebunan (PNP), termasuk kebun-kebun yang ada di Jawa Barat diciutkan menjadi 68 kebun, yaitu menjadi :
a) PNP, XI berkedudukan di Jakarta, yang meliputi perkebunan-perkebunan eks PPN Karet X dan XI (24 kebun)
b) PNP, XII berkedudukan di Bandung, yang meliputi perkebunan-perkebunan eks Karet XI,XII dan sebagian eks Antan VII dan VIII (24 kebun)
c) PNP, XIII berkedudukan di Bandung, yang meliputi perkebunan eks Karet XI, eks antan IX  dan X (20 kebun)


6. Periode 1971 s/d 1996 (10 Maret 1996)
Sejak th. 1971, PNP. XI, PNP, XII dan PNP. XIII, berubah status menjadi perseroan Terbatas Perkebunan – PTP (persero).
7. Periode Penggabungan
	Tahapan awal penggabungan kebun-kebun PT.Perkebunan XI, PT. Perkebunan XII dan PT. Perkebunan XIII dimulai sejak 1 april 1994dan berlangsung sampai dengan tanggal 10 maret 1996. Pada periode ini pengelolan ketiga perusahaan ditangani satu manejemen (direksi), terdiri dari   Direktur utama, Direktur Produksi, direktur  komersil, direktur umum dan penggabungan, dibantu oleh tiga orang Kuasa Direksi.
8. Periode Peleburan 
	Sejak tanggal 11 maret 1996  sampai dengan sekarang PT. PerkebunanXI, PT. Perkebunan XII, dan PT. Perkebunan XIII, dilebur menjadi PT. Perkebunan Nusantara VIII.

4.1.2    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran perusahaan
A. Visi Perusahaan
Menjadikan Perusahaan Agro bisnis global yang dipercaya, mengutamakan kepuasaan pelangan dan kepedulian lingkungan dengan berlandaskan kepada mutu dan produktivitas tinggi, serta didukung oleh SDM yang professional.
B. Misi Perusahaan
Memenuhi harapan pelanggan serta memacu pertumbuhan mereka melalui penyediaan produk PTPN VIII yang bermutu dan senantiasa berkembang dengan lestari sesuai dengan prinsip Good Corperate Governance (GCG) yang dilaksanakan oleh personil yang handal.
C. Tujuan Perusahaan
Turut melestarikan perkebunan, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun di ekspor, sekaligus dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.
D. Sasaran Perusahaan 
· Mencapai kinerja perusahaan yang sehat
· Mencapai produktivitas tanaman dan sumber daya lainnya yang optimal 
· Membentuk sumber daya manusia yang terampil dan professional
· Meningkatkan atau mendorong pengembangan industry hilir (pengepakan the bungkus, the celup dan pengulangan kayu karet) dan potensi wisata agro.
· Mendorong pengembangan golongan pengusaha kecil dan koperasi binaan
· Meningkatkan kepedulian lingkungan, terutama masyarakat sekitar perkebunan.







4.1.3   Sruktur Organisasi 
Manajemen PTPN VIII dipimpin oleh Direksi dengan diawasi komisaris sebagai wakil pemegang saham.
Gambar 4.1
Struktur Organisasi


4.1.4 Job Description 
1. Direksi Utama
	Tugas pokok dan wewenang Direktur Utama :
a. Melaksanakan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan
b. Menetapkan sasaran, strategi, kebijakan, dan program perusahaan yang dituangkan dalam RKAP, RJP, dan RUPS.
c. Merencanakan, membina dan mengembangkan efektifitas dan efisiensi organisasi perusahaan dalam mencapai sasaran perusahaan.
d. Memelihara dan mengelola kekayaan perusahaan berdasarkan prinsip dan peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
e. Menyelenggarakan dan mengembangkan system pengawasan untuk pengamanan kekayaan perusahaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
f. Bertindak sebagai pimpinan umum perusahaan, mengkoordinasikan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
g. Membina sekretaris perusahaan dan kepala satuan pengawasan intern untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
h. Menyiapkan dan menyajikan laporan hasil usaha perusahaan yang berupa neraca dan daftar laba rugi serta laporan lainnya secara berkala kepada pemegang saham, dewan komisaris, dan instansi terkait lainnya.
i. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengeadilan serta melakukan yang dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan dengan batasan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.
j. Menandatangani dokumen, surat berharga, surat keputusan, surat perjanjian san surat lainnya yang mengikat atau melibatkan perusahaan dengan pihak ketiga dengan batasan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.
k. Mengangkat seorang wakil atau kuasa atau lebih untuk melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam suarat kuasa yang bersangkutan.

2. Direktur Komoditi Teh
	Tugas pokok dan wewenang Direktur Komoditi Teh:
a. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang budidaya, produksi dan pemasaran komoditi teh, serta industry hilir teh.
b.  Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi stratei, kebijakan, dan program dalam bidang budidaya, produksi dan pemasaran komodit teh, serta industry hilir teh.
c. Menghasilkan budidaya, produksi komoditi teh dengan produktivitas, kualitas, dan harga pokok sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta memasarkan produk komoditi teh dan industry hilir teh dengan harga yang tebaik. 
d. Membina efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran kepala bagian, manajer grup, administratur, dan manajer dalam ruang lingkup direktoratnya.
e. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran untuk bidang produksi dan pemasaran teh serta industry hilir teh.
f.  Mewakili perusahaan baik dalam maupun luar pengadilan serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu yang berhubungan dengan bidang tanaman, teknik, pengolahan komoditi teh, pemasaran teh dan pengelolaan industri hilir teh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Melakukan koordinasi dengan anggota direksi lainnya dan instansi terkait dalam upaya efektifitas pelaksanaan tugasnya.
h. Mendelegasikan sebagian tugas-tugasnya kepada bawahannya tanpa mengurangi tanggung jawab yang harus diembannya.
i. Melakukan penilaian kinerja terhadap kepala bagian dalam ruang lingkup direktorat teh dan terhadap manajer grup, administratur dan manajer unit usaha
j. Menggunakan sumberdaya di direktoratnya sesuia dengan RKAP.
 
3. Direktur Komoditi Non Teh
	Tugas pokok dan wewenang Direktur Komoditi Non Teh :
a. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan dan program dalam bidang produksi dan pemasaran komoditi non teh.
b. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi starategi, kebijakan, dan program dalam bidang produksi dan pemasaran komoditi non teh.
c. Mengahasilkan produksi komoditi non teh  dengan produktivitas, kualitas, dan harga pokok sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
d. Meyiapkan dan menyajikan laporan kinerja bidang produksi dan pemasaran komoditi non teh, beserta analisanya secara berkala sebagai laporan manajemen kepada pemegang saham, komisaris, dan Instansi terkait.
e. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran untuk bidang produksi dan pemasaran non teh. 
f. Mewakili perusahaan baik dalam maupun luar pengadilan serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu yang berhubungan dengan bidang tanaman, teknik, pengolahan, pemasaran komoditi non teh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Melakukan koordinasi dengan anggota direksi lainnya dan instansi terkait dalam upaya efektifitas pelaksanaan tugasnya.
h. Mendelegasikan sebagian tugas-tugasnya kepada bawahannya tanpa mengurangi tanggung jawab yang harus diembannya.
i. Melakukan penilaian kinerja terhadap kepala bagian dalam ruang lingkup direktorat non teh dan terhadap manajer grup, administratur dan manajer unit usaha
j. Menggunakan sumberdaya di direktoratnya sesuia dengan RKAP.

4. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
	merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan bidang pengembangan SDM, sekretariat dan umum  yang berorientasi pada produksi dan kemampuan pemasaran perusahaan  secara efektif dan efisien sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan ketentuan lain yang berlaku.
Tugas pokok dan wewenang Sumber Daya Manusia dan Umum:
a. Merumusakan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang SDM, Hukum dan umum, pengadaan serta pengelolaan rumah sakit.
b. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang SDM, hukum dan umum, pengadaan serta rmah sakit.
c. Membangun sistem manajemen SDM dan menyelenggarakannya.
d. Membina efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran kepala bagian dan manajer rumah sakit dalam ruang lingkup direktoratnya.
e. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang SDM hokum dan umum seta pengadaan secara efisien dan efektif.
f. Membangun hubungan dengan lembaga instansi terkait dalam menunjang efektifitas pelaksanaan tugasnya.
g. Menyiapkan dan menyajikan laporan perusahaan dalam bidang SDM, hukum dan umum, pengadaan serta pengelolaan rumah sakit.
	Direktur SDM dan Umum berwenang berdasarkan anggaran dasar perusahaan maupun keputusan RUPS dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi jabatannya, untuk :
a. Mewakili perusahaan baik  didalam maupun diluar pengadilan serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu yang berhubungan dengan bidang SDM, hukum dan umum, pengadaan serta pengelolaan rumah sakit.
b. Menandatangani dokumen, surat berharga suarat keputusan, surat perjanjian dan surat lainnya yang berkaitan dengan bidang SDM, hukum dan umum, pengadaan serta pengelolaan rumah sakit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Melakukan koordinasi dengan anggota direksi lainnya dan instansi terkait dalam upaya efektivitas pelaksanaan tugasnya.
d. Mendelegasikan sebagian tugas-tugasnya kepada bawahannya tanpa mengurangi tanggung jawab yang harus diembannya.
e. Melakukan penilaian kinerja terhadap kepala bagian dalam ruang lingkup direktorat SDM dan umum serta terhadap manajer rumah sakit.
f. Mengusulkan kepada BOD mengenai promosi, mutasi, pelatihan internal maupun eksternal perusahaan bagi ajaran di direktoratnya.
g. Menggunakan sumberdaya di direktoratnya sesuai dengan RKAP.  

5. Direktur Keuangan	
Tugas pokok dan wewenang Direktur Keuangan:
a. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang keuangan perusahaan dan pengelolaan unit usaha agrowisata.
b. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang keuangan perusahaan dan pengelolaan unit usaha agrowisata.
c. Mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan efisien
d. Mengkoordinir penyusunan RJP dan RKAP.
e. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran kepala bagian dalam ruang lingkup direktoratnya.
f. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang keuangan, dan akuntansi secara efisien dan efektif.
g. Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan perusahaan.
h. Membangun hubungan dengan lembaga pendanaan dan instansi terkait dalam menunjang efektifitas pelaksanaan tugasnya.
i. Mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan di setiap unit usaha perusahaan.
j. Melakukan koordinasi dengan anggota direksi lainnya dan instansi terkait dalam upaya efektivitas pelaksanaan tugasnya.
k. Mendelegasikan sebagian tugas-tugasnya kepada bawahannya tanpa mengurangi tanggung jawab yang harus diembannnya.
l. Melakukan penilaian kinerja terhadap kepala bagian dalam ruang lingkup direktorat keuangan dan terhadap manajer unit usahs agrowisata.
m. Mengusulkan kepada BOD mengenai promosi, mutasi, pelatihan internal maupun eksternal perusahaan bagi kepala bagian di direktoratnya serta manajer unit usaha agrowisata
n. Menggunakan sumberdaya di direktoratnya sesuai dengan RKAP.

4.1.5     Aktivitas Perusahaan 
		PT. Perkebunan Nusantara VIII melakukan aktivitas perusahaan sebagai berikut ;
· Pengesahan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut
· Produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi.
· Perdagangan meliputi penyelenggaraan, kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan barang lainnya sehubungan dengan kegiatan perusahaan perseroan
· Pengembangan usaha bidang perkebunan, wisata agro dan agro bisnis.
		Perusahaan dapat pula mendirikan atau menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha bidang pertanian, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. 
	PT. Perkebunan Nusantara VIII mengahsilkan beberapa komoditi, yaitu komoditi pokok dan komoditi lain-lain yang termasuk kedalam komoditi pokok adalah teh, karet, kina, dan gutta percha.
		Produk andalan yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara VIII adalah the, karet dan gutta percha yang semuanya merupkan produk yang memiliki nilai jual yang cukup laku dipasaran, baik pasar regional maupun internasional. 






4.2 Hasil Pembahasan
4.2.1 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Biaya Pada PT.  Perkebunan Nusantara VIII (persero) Bandung.
Proses penyusunan anggaran dan rencana kerja PT. Perkebunan Nusantara VIII (persero) Bandung tahun 1989 mengacu pada Corperate Plan atau Kerja sama antara perusahaan lain pada tahun 1989 sampai saat ini. Prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan biaya yang dilaksanakan oleh PTPN VIII (Persero) Bandung telah sesuai dengan berdasarkan pasal 12 ayat 2 anggaran dasar rencana kerja anggaran perusahaan satu tahun.
Proses penyusunan anggaran dan rencana kerja  PT. Perkebunan Nusantara VIII (persero) penyusunan anggaran pendapatan harus sesuai dengan Siklus Anggaran (Budget Cyclus), Budget Cyclus adalah tahapan – tahapan didalam kegiatan pengurusan keuangan yang terdiri dari perencanan, penyusunan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran, pelaksanaan dan perhitungan anggaran.
Metode penyusunan anggaran pada PTPN VIII (Persero) Bandung menggunakan  buttom up budgeting, yaitu metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan yang dimulai dari bawahaan kepada atasannya atau pimpinan perusahaan. Maksudnya tiap-tiap bawahan perusahaan melaporkan setiap hasil pengolahan masing-masing perkebunan kepada pusat perusahaan.
Penyusunan anggaran pendapatan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (persero) Bandung  sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat oleh peneliti pada karakteristik anggaran yaitu :
1. Dinyatakan dalam satuan nilai uang
2. Mencakup kurun waktu tertentu ( 1 tahun )
3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen
4. Adanya otorisasi dari pejabat yang berkedudukan lebih tinggi
5. Anggaran bersifat fleksibel
tahun 1989 mengacu pada  Corporate Plan tahun 1989 sampai sekarang. Prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan biaya yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII (persero) Bandung telah sesuai berdasarkan pasal 12 ayat 2 anggaran dasar tentang rencana kerja anggaran perusahaan adalah sebagai berikut.











 (
Gambar 4.1
Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Biaya Pada PT.
  Perkebunan Nusantara VIII (persero) Bandung.
)
1. Seksi anggaran membuat Surat Edaran Umum (SEU), tentang penyusunan RKAP yang ditandatangani oleh DU kemudian di edrkan keseluruh kebun, unit dan bagian-bagian di kantor pusat.
2. Setelah ditandatangani oleh direktur utama, SEU tersebut dikirim kembali ke seksi anggaran.
3. Seksi anggaran selain menerima SEU yang sudah ditandatangani oleh direktur utama, seksi anggaran menyiapkan blanko-blanko yang akan mereka isi sebagai kertas kerja RKAP.
4. Apabila terjadi hal-hal yang bisa merubah acara tentang penyusunan RKAP, seksi anggaran akan mengkonfirmasi kepada direktur utama tentang perubahan tersebut.
5. Apabila tidak ada perubahan, maka lanjut ke pengarahan acara, dan mengedarkan SEU yang sudah ditandatangani direktur utama ke kepala bagian atau biro-biro.
6. Setelah menerima SEU, maka masing-masing bagian atau biro menyusun RKAP masing-masing.
7. Setelah menyusun RKAP, masing-masing bagian menyerahkan RKAP tersebut ke seksi anggaran.
8. Mengecek draft RKAP, apabila terjadi perubahan.
9. Apabila terjadi perubahan, maka seksi anggaran akan menghubungi direktur utama kembali guna mengkonfirmasi pemberitahuan resmi oleh direktur utama.
10. Apabila tidak terjadi perubahan, Seksi anggaran akan menjilid dan mengkompelasi, memperbanyak dan mendistribusikan konsep RKAP kepada seluruh bagian dan direksi. 

4.2.2 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Biaya Pada PT.  Perkebunan Nusantara VIII (persero) Bandung.
Berikut ini adalah data mengenai data realisasi pendapatan dan biaya pada PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung tahun anggaran 2006 dan 2007.

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pada PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung

	URAIAN
	Anggaran
	Anggaran

	
	2007
	2006

	Pendapatan
- 	Pendapatan  Bunga
- 	Pendapatan Sewa & Ganti Rugi 
- 	Pendapatan hasil tebangan 
- 	Pendapatan Rumah Sakit
- 	Penjualan barang bekas
- 	Penjualan Produksi lain-lain
- 	Jasa makloon teh
- 	Pendapatan Agrowisata
- 	Pendapatan klaim
- 	Pendapatan Deviden
	
980.366
4.820.223

7.000

1.383.658

16.138

2.091.941

103.116
1.838.649

323.000
1.056.141
	
645.410
3.527.180

2.973.864

1.181.699

20.065

1.945.052

99.192
2.296.507

50.000
1.519.254


	Jumlah Pendapatan
	12.620.232
	14. 258.223



	Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2007 sebesar Rp.12.620.232 dan  anggaran pada tahun 2006 adalah Rp. 14. 258.223 maka perbandingan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.637.991 atau meningkat 8%.


Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi Biaya
Pada PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung

	URAIAN

	Anggaran
	Anggaran

	
	2007
	2006

	Biaya
· Biaya MBT

· Biaya Pengobatan Pensiun
· Biaya Kemalangan

· Biaya Pengamanan lahan

· Iuran Depenbun

· Imbalan jasa/bonus

· Santunan Hari tua

· Yubilium 

· Iuran-iuran

· Jasa konsultan

· Beban Pembiayaan 

· Selisih kurs

· Kekurangan imbalan

· Penghapusan barang

· Amortisasi ISO

· Amortisasi Takeling

· Penghapusan aktiva
	
5.270.620

18.814.260

345.300

2.716.416


17.673.382

56.326.933

28.087.722

5.158.508

4.238.337

956.000

0

0

3.278.000

0

247.924

152.882

844.616
	
4.099.329

17.493.220

              164.815

              3.442.500


              5.496.774

45.527.248

             26.868.573

4.730.531

4.204.706

971.000

0





885.216

573.898

172.974

0                  

	Jumlah Biaya
	144.110.900
	114.630.784



	 Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 144.110.900 dan  realisasi  pada tahun 2007 adalah Rp. 114.630.784 maka perbandingan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 29.480.116 atau meningkat 12%.

1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Biaya pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (persero) Bandung.
		Faktor-faktor yang dialami oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII (persero) Bandung, atas perbedaan yang ditimbulkan antara jumlah yang dianggarkan dengan realisasinya dapat juga dipengaruhi oleh hal- hal sebagai berikut :
a. Anggaran cenderung terlalu menyederhanakan faktor – faktor dari situasi nyata     dilapangan dan tidak benar – benar menunjukan kompleksitas yang dihadapi oleh manajemen.
b. Anggaran dapat menggerogoti  inisiatif manajemen dalam menghalangi perkembangan – perkembangan dan langkah – langkah baru yang tidak tercakup dalam anggaran.
c. Anggaran hanya berorientasi pada hasil (yakni laba bersih sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah laba yang dianggarkan), namun bukan diteliti sebab – sebabnya (yaitu penjelasan – penjelasan mengapa biaya pemasaran lebih tinggi dari yang dianggarkan). Padahal kedua faktor tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjalankan kegiatan anggaran.
d. Tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada manajemen yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dikarenakan jika diberlakukan tindakan yang berlebihan kepada manajemen, maka para manajer dapat bereaksi dengan keputusan – keputusan yang berakibat buruk terhadap pencapaian tujuan anggaran.
e. Kurang atau minimnya partisipasi manajemen dalam hal keterlibatan pada anggaran. Sehingga banyak manajer yang tidak begitu yakin akan manfaat anggaran akibatnya tipis kemungkinan mereka akan mencurahkan waktu untuk menggunakannya secara sukses.
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